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TENTANG

PEDOMAIT STAXDAR PEIJTYAIYAI|
DI LINGNUNGAIT PEMERINTAH KOTA BATU

Menimbang

Mengingat

DENGA.II RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

balwa untuk melaksalal<an ketentuan Pasal 1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan serta untuk memberikan
kepastial, meningkatJ<an kualitas dan kineia sesuai
denBan kebutuhan mas3rarakat, perlu menetapka!
Peraturan Wa.li Kota tentang Pedoman Standar
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

1. Undang-Undang Nomor tl Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 91, Tambahan
I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4 L l8);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
l,embaran Ncga-ra Republik lndonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Nasional
Talun 2005-2025 (L€mbaran NeSara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telal diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2Ol1 tenta.rlg Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Iembararr Negara Republik
lndonesia Talun 2019 Nomor 183, Tambahar
kmbaran Nega-ra Republik tndonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tafrun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambalan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undarg Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembsran Negara

Repub[k lndonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentarg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 165,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentarg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Irmbaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Ifmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5887);

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentarg Pembnaan dan Pengawasar
Penyelenggaraal Pemerintah Daerah (Icmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O17 Nomor 73,

Tambahan Iembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 6041);
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundarg-undangan;

13- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaal dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolan Keuangan Daeralt (Lembaral

Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
15, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tenta-ng

Peraturar Pelaksalaan Undarrg-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undalgal;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaja

dar Reformasi Birokrasi Nomor 15 Talun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimara telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O17

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelengara Pelayanan Publik;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11

TaIun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi

Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012

tentang PelayananPublik;
21. Peraturan Daerair Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan

dan Susunan Peralgkat Daerah;
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Menetapkan PERATTJRAX WALI KOTA
STAITDAR PELAYAIIAI{
PEUERTITTAJI KOTA BATU.

TETTAITG PEDOUAIT

DI LII{GKIINGAN

MEMUTUSNAN:

Paral I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintal Kota Batu.
3. Wa.li Kota ada.lah Wali Kota Batu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota

Batu.
5. lnspektorat adalah Inspeldorat Kota Batu.
6. Satuan Keda Perangkat Daerah yang Selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Keia Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Batu,

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat UPTD adalai Unit Keda atau Subordinat
SKPD,

8. Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Batu
Tahun Beialan.

9. Penyelenggaia Pelayana, Publik adalah Instansi
Pemerintah Kota Batu.

10. PeLayanan Pubtik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuharr penerima pelayanan maupun dalam
rangka pelalsanaan ketentuar peraturan
Perundang-undanga-n.

11.Unit Pelayanar Publik adalah unit kerja/kantor
pelayanan yang secara langsun8 maupun tidak
langsung memberikan pelayanan kepada penerima
pelayanan publik yang ada di Pemerintahan Kota
Batu.

12. Pemberi Pelayanan Publik adalah Pegawai Instansi
Pemerintah Kota Batu yang melaksanakan tugas
dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan
ketentuan p€raturan perundang-undangan.

13. Penerima Pelayanan Publik adalah oraJrg,

masyarakat, organisasi, lembagia, instansi
pemerintal/swasta dan dunia usaha yang
menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara
yang ada di Pemerintahan Kota Batu.
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14- Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah
Daerah dan BUMD dan BHMD Pemerintah Kota
Batu.

15. Standar Pelayanal adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaia:r kualitas pelayaral
sebagai kewajiban dan jalji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayalan yang
berkualitas, cepat, mudah, teiangkau, dan terukur.

Pasal 2

(1) Setiap Penyelenggara PeLayanan Publik wajib
menetapkar dal menerapkal Standar Pelayanan
Publik untuk setiap jenis pelayanar;

(2) Setiap Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD)/Unit
Pelayanan Teknik Dinas (UPlD)/Puskesmas/
Desa/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib
menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;

(3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud
da-lam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Satuan Ke{a Perangkat Daerah (SKPD)/Unit
Pelayanan Tclo:rik Dinas (UPID) /Puskesmas/ Desa/
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau WaIi
Kota Batu.

Pa3al 3

Paaal 4

(1) Standar Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPID)/
Puskesmas/ Desa/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dilaporkan Kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah Kota Batu c.q. Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Batu,

(2) Dokumen Starrdal Pelayanan dilaporkan Ke

Gu bemur Jawa Timur dan Kementerial
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Hallue 5 dEi 19 Hlm.

(I) Pedomal Standar Pelayanan sebagaimaaa
tercantum dalam Lampiran ini digunakal sebagai
acuarr bagr penyelenggara pelayanai da]am
penyusunar, penetapan, dan penerapal Standar
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

(2) Pedoman Standal Pelayanan sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran ini yang merupakan
bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.



Pacal 5

Biaya Pembuatan Dokumen Standar Pelayanan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Pelayanan Teknik
Dinas (UPID)/Puskesmas/Desa/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dibebankal pada Anggaran pendapatan
darl belanja daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA pada Satuan Ke{a
Perangkat Daerah {SKPD)/Unit Pelayaran Teknik Dinas
(UPTD)/Puskesmas/Desa/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempata.nnya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal t9 Maret 2021

A BATU,

DEWANTI RUMPOI(O

Diundangkar di Batu
pada tanggal 19 Maret 2O21
SEI{RETARIS DAERAII KCTTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERTTA DAERAH KorA BATU TAHUN 2o2r NoMoR 2D /C

Hal@o 6 dari 19 HIo.
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Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : LO Talun 2021
Tanggal: t9 Mocct 2021

BAB I
PEI| DAIII'LUAIT

A. tatar Belakang
Sebagaimana diamalatl<an Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara

pelayanan publik, baik yarg memberikar pelayanan kepada

masyarakat secara la-ngsung maupun tidak langsung wajib menyusun,
menetapkan, dait menerapkan Staldar Pelayanan untuk setiap jenis
pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di
lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan

Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

96 Tahun 2Ol2 Lelf,tarrg Pelaksalaal Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PermenPANRB tentang
Pedoman Standar Pclayanan ini mempakan revisi dari PermenPANRB

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoma-n Standar Pelayanan,

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Batu perlu

membuat Peraturan Wa.ti Kota tentang Pedoman Standar Petayanan di
Lin8kunga! Pemerintah Kota Batu, peraturan ini perlu dilakukan
karena untuk mengikuti perkembarlgarl teknologi informasi yang

semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan,

serta untuk mempermudah proses penyusunal, dan meningkatkan

kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

B. Tujuan dan Sasaran
1. Trrjuan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan

kepastian, meningkatkan kua.litas dan kinerja pelayanan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat darr selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat

Kota Batu.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap

penyelenggara mampu menJrusun, menetapkan, daII menerapkan

Standar Petayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batu

dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Stardar Pelayanan ini meliputi:

Irnyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai

dengan amalat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentarg
Pelayanan Publilt.
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BAB II
PEIIGERTIA.II DAI{ PRII{SIP PEIYYT'SI'NA.T{ ATAITDAR

PEIAYAIiIAII

A. Pengertian
Dalam Peraturan Wali Kota i.ni yang dimaksud dengan:
l. Standar Pelayaran adalah tolak ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayaaan dan acual
f,enilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, tedangkau, dan terukur.

2 Penyelenggara pelayanal publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaxa negara,
korporasi, lembaga independen yalg dibentuk berdasarkan
Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.

3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut organisasi penyelenggara adalah satuan ke{a
penyelenggara peLayanan publik yang berada di lingkungar
institusi penyelenSgara negara, korporasi, tembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk keBiatan
pelayanan publik, dan badal hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanar publik.

4. Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
Standar Pelayanan.

5 Masyarakat adalah seluruh pihak, baik wa-rga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

B Prinsip
Dalam penyusunan, penetapan, dart penerapan Standar Pelayanan

dilal<ukan dengan memperhatika.n prinsip:
1. Sederhana

Stardar Pelayanan yang mudal dimengerti, mudah diikuti,
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya teqangkau bagi masyarakat maupun
penyelengga.ra.

2. Partisipatif.
Penyuaunan Standar Pelayaran dengan melibatkar masyarakat
dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan
keselarasan atas dasa-r komitmen atau hasi.l kesepakatan.

3 Akuntabet.
Hal-hal yang diatur da.lam Standar Pelayanan harus dapat
ditaksanakan dan dipertanggungiawabkan kepada pihak yang

berkepentingan.
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4. Berkelanjutan-
Staldar Pelayanan harus terus-menerus dilakukar perbaikar
sebagai upaya peningkatan kualitas dalr inovasi pelayalal.

5 Transparansi.
Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.

6 Keadilan.
Stardar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanar yang
diberikan dapat menjanSkau semua masyaraliat yang berbeda
status ekonomi, jarak lokasi geogralis, dar perbedaar
kapabilitas fisik darl mental.

Harde 9 ddi 19 HlE.



BII.B III
PEITTUSUI{AI{, PEI{Ef,APAIT, DAI{ PEIIERAPAIT STA.ITDAR PELAYAITAIT

A Penyusunan Rancargan Standar Pelayanar

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi
penyelenggara pelayarar, memiliki kewajibar untuk menyusun

Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayalan terlebih

dahulu sebagai bahan diskusi dengar masyaral<at.

Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara

pelayalan terlebih dahulu perlu mengidentiJikasi Standar

Pelayanan yang sudah ada sebelumnya.

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi

utama da-lam menjrusun Rancangan Standar Pelayalal,
selanjutnya mela-lui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui
faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan

yarlg terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam

Undalg-Undarrg Nomor 25 Tahun 2009 tentarg Pelayanan Publik,

dalam peratural ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. Komponen Standar Petayanajr yang terkait dengar proses

penya.Inpaian peLayanan lseruire deliuery) meliputi:

1) Persyaratan;

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;

3) Jangka wahu peLayanan;

4l Biaya/tarif;
5) Produk pelayanan; dan

6) Penanganan pengaduan, saral dan masukan.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengar proses

pengelol,aal pelayalran di internal orgarisasi (nwrufocturirq)

meliputi:
1) Dasar hukum;
2) Sarana darl prasarana, dan/atau fasilitas;

3) Kompetensipelaksana;

4l Pengawasaninternal;

5) Jumlah pelaksara;

6) Jaminan pelayanan;

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

8) Evaluasi kineda pelaftsana.
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Dalam peraturan ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan

Standar Pelayanan adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait
dengan penyampaian pelayanar.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan
pada komponen ini pi}tak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan
pengguna pelayanar. Komponen Standar PeLayanan pada bagian ini wajib
dipublikasikan.

Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan yarg terkait
dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan da.rr

penyusunannya diserahkal pada masing-masing orgalisasi
penyelenggara prelayanan- Komponen ini menjadi bagian yang perlu

diinformasikan pada saat proses pembalasan dengan masyarakat.
Penrusunar Rancangan Standar Pelayanar selain perlu

memperhatikar komponen Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara

p€layanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang

akan disusun Standar Pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanart

ini penting untuk menghindari kesala}la-n dalam penentuan p€rsyaratan,

waktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

LargkahJangkah yang harus dilakukan dalam penyusunan

Rancangan Stardar Pelayarar adalah:
1- IdentilikasiPersyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus
dip€nuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan

telixris maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupa.kan

suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan

pelayanaa sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang-undangaa.

Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain,
tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan

pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja

yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. Untuk
mempermudah dalam proses penyusunan ini, Standar Pelayanan yang

sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. Dalam proses

identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikar apakah
persyaratan itu harus disampaikan diawal, diakhir atau secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan

memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifrkasi ini
dilakukan untuk setiap jenis pelayanan.

Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:

a. DaJta-r persya.ratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari
masing-masing jenis pelayanan 
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b. Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di

awal, di a-khir, atau secara bertalap).
2 ldentiikasi Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima

pelayanan, Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui
seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
Disamping itu, penyelengSara petayanan wajib memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP). Hasil yarg diharapkan dari tahapan ini
adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standa-r

Operasional Prosedur.

3. Identifikasi Waktu
Waktu pelayanan adatah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikar seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Kemudian sewaktu-waktu diperlukan dalam setiap prcses pelayanan

(dari tahap awal sampai akhirl dijumlahkan untuk mengetahui

keseluruhan waktu yang dibutuhkan.
Proses identihkasi waktu pelayanan ini dilakukar untuk setiap jenis
pelayarar. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul
memperhatikal baik prosedur yang mengatur hubungan dengan

pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar
petugas.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah wal<tu yanS diperlukan
untuk menyelesailan setiap jenis pelayanar.

4. Identifikasi Biaya/Tarif
Biaya adalah ongkos yarlg dikenakan kepada penerima layalan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkar berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara

dan masyarakat.

Proses identifikasi biaya pelayanan ju8a dilakukan berdasa-rkan setiap

tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yalg diperlukan
untuk masing-masing tahapan petayalan. Pada proses ini juga

sekaligus diidentifrkasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan

biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayalar. Penghitungan

dua komponen biaya pelayanan ini penting ditakukal, untuk
mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan,

dar berapa biaya yarrg dibebankan kepada pengelola.

Bagi unit pengelola pelayaran, identifikasi ini salgat penting untuk
menjadi dasar pengajuan anggaran dar penentuan tarif. Apabila
pelayanan ke pelangSar diberikan secara gratis, artinya beban biaya
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pelayanan secara keaeluruhan ditanggung oleh pihak pengelola

(pemerintah).

Informasi biaya ini harus jeles besarannya, dan apabila gratis ha-rus
jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik.
Pros€s identifrkasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan.

Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:
a. Jumlah biaya yarg dibebarkan ke peLartggar dari setiap jenis

pclayanan (untuk pelayanan yarg dipungut biaya);

b. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan;

dan
c. Daftan pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila

terdapat jenis pelayanan yang gratis).

5 Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanaa

dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administras.i
yang diberikal dan diterima pengguna layanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses

identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarka-n keluaran

loutpull yal:.g dihasilkan dari setiap ts-hap pelayanan. Hasil akhir dari
prosedur pelayanan inilah yang menjadi "produk' dari suatu jenis
pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis
pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identiE.kasi ini adalah

daltar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.

6. PenangananPengelolaanPengaduan
Orgarisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme
pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang

banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak
pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan

petugas penerima pengaduan.

Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan
prosedur pengelolaan pengaduan. Da.lam mekanisme pengaduan

harus diinformasikar secara jelas nama petugas, nomor telepon,

alall[at email, dajt alamat kartor yang dapat dihubungi.
Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila

terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam

intemal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait
pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identihkasi Standar

Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan

Standar PeLayanan untuk membuat Rancangan Standar Pelayanan.
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Berbagai data dan informasi hasil diskusi dipitih sesuai dengar
kebutuhan penyusunan Stardar Pelayanan. Informasi yarg dimuat
da.lam Standar Pelayanan adalah informasi yang terkait Langsung

dengan penyelenggaraan pelayanan dan yang dapat diukur.
Penyusunan Rancangal Standar Pelayanan ini penting untuk
memudahkan proses diskusi dengan masyarakat. Format yang
dapat dipakai dalam membuat Rancangan Standar Pelayanan
sebagai bahan diskusi antara lain:

Ralcangan Standar Pelayanan

1 Jenis Pelayanan ,,diisi nama jenis pelayanan

Dasar Hukum ..diisi hasil identihkasi
3 Persvaratan .. diisi hasil identifrkasi
I ..diisi hasil identifikasi
5 waktu Pelavanafi ..diisi hasil identifikasi
6 Biaya/Tarif ...diisi hasil identifikasi
7 Produk -.diisi hasil identifikasi
8 Pengelolaan Pengaduan diisi hasil identifi kasi

B Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam penyusunan
penetapan Standar PeLayanan Publik wajib di-takukan dengan

mengikutseftakan masyaralat darl pihak pihak terkait.
Tujuar keikutsertaan Dasyarakat dalam forum pembahasan

bersama adalal untuk menyelaraskan kemampuan p€nyelenggara

pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dar kondisi
lingkungan, guna mengefektilkan penyelenggaraan pelayanan yang

berkualitas. Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan
untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan
rnasyarakat dan kesanggupar penyelenggara pelayanan, terutama
menyargkut kemampuaa yang dimiliki, meliputi:
1. Dukungan pendanaan yanB dialokasikan untuk

penyelenggaraan pelayanal;
2 Pelaksana yang bertugas memberikan pelayaran dari segi

kua.litas maupun kuantitas;
3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunalan untuk

menyelenggarakan pelayalan.
Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara [ain:

1. Diskusi Grup Terlokus fFocused Group Discl].ssian)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang

lebih mendalam terhadap materi Rarrcargarl Standar Pelayanan,
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bila dipandarg perlu dengan mengundang narasumber ahli
yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.

2. Dengar Pendapat (htblic Heaing)
Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-
fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai
yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang
praktisi yarg dipandang bisa mewakiLi publik untuk didengar
pendapatnya.

Pada proses pembahasan dengan masyarakat, organisasi
penyelengSara pelayanal dapat mempertimbargkan pula
komponen komponen tain, seperti: sarana dan prasarana,
kompetensi pelalsana, mekanisme pengawasan internal, jumlah
pelaksana, jaminal peLayalan, jaminal keamanan dan
kesel,amatan pelayanan.

Selain itu bagi penyelenggara pelayanan yang menerapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembaiasan Standar
Pelayanar juga perlu memperhatikan SPM berdasarkan
Peratura.n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimiliki.
Hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan adalah
Standar Pelayanan ya:rg sudah disetujui. Standar Pelayanan
tersebut sekurang-kurangnya memuat: persyaratan, prosedur,
waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme
prengaduan. Format Standar Pelayanal yarg dapat digunakan
a.rltara lain:

Standa-r Pelayara-n,X" (diisi sesuai jenis pelayanan) (*)

Dasar hukum:..... . lservice dehuery)
l Persvaratan 1

2 dst
2. Prosedur 1

2 dst
3. Wal<tu Pelavanan 1

2 dst
4. Biaya/Tarif I

2 dst
5. Produk 1

2 dst
6. Pengelolaan Pengaduan 1

dst

(*) Unsur-unsur dalaln Standar Petayanan dapat dikembangkan
sesuai dengan jenis pelayarlarl yang al<al dibuatkan stardar.
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Standar Pelayanar -X" (diisi sesuai jenis pelayanan) (i)

lnwufactunngl
I . Dasar hukum I

2 . dst
2. Sarana dan prasaranal dan/atau

fasilitas
I
2 . dst

3. Kompetensi pelaksana I
2 . dst

4. Pengawas€n intena) I
2 .. dst

5. Jumtah pelaksana 1

2 , ..d st
6 Jaminan pelayanan 1

2 ..,dst
7. Jaminan keamanaa

keselamatan pelayanan
dan I

2 -..dst
8, Evaluasi kinerla pelaksana 1

2 dst

C Penetapan Standar Petayanan

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan,
penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembalasan Standar
Pelayanan. Hhak- pihak yartg ter[bat dalam pembahasaa wajib
turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang

telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan
kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

D Penerapan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut,
selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang

berangkutan. Proses penerapan Sta-ndar Pelayanan ini dilakukan
dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.
Untuk melaksanakan St ndar Pelayanan tersebut, harus
diintegrasikan ke dalam perencanaajr program, kegiatan, dan
alggaran unit pelayanan yang bersangkutan.

Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen
penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan,

penganggaran, petaksanaan, pemartauan, dal evaluasi hasil
penyelenggaraan pelayanan. lntegrasi ini bertujuan untuk
memastikan kebutuhan penyelenggaraal Standar Pelayanan

dia-komodasi melalui program dan angga.ran, menjadi acuan
kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan
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pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanal, dan
menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan program dan
anggaran berikutnya.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar
Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. lnternalisasi
diperlukan untuk memberikan pema}Ialnan kepada seluruh jajaran
organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkar, sosialisasi perlu

dilakukan untuk membargun pemalaman darl persamaan persepsi

di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayarlan Proses

intemalisasi dan sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh
penyelenggara.

E. Penetapan Maldumat Pelayanal
Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara

diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat
Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataar

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengal Standar Pelayanan.

Hal-hal yang perlu dimuat da.lam Maklumat Pelayanan adalah:
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan

pelayalal sesuai dengan Standar: Pelayanan.

2. Pemyataarl memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan

akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3 Pemyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau

memberikan kompensasi apabiLa pelayanan yang diberika:r tidak
sesuai standar.

Maklunat Pelayanan yalg tetah disusun wajib dipublikasikan
secara [uas, jelas, dan terbuka kepada masyara,kat, melalui

berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

F. Pemantauan darr Evaluasi
Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan

untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar
perbaikan berkelanjutan. Dalarn proses pemantauan dilakukan
peniLaian apakah Standa-r Pelayanan yang sudah disusun dapat

ditaksanakan dengan baik, apa yang menjadi laktor kunci
keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dapat dipergunakan antara lain: alalisis
dokumen, survei, wawancara, dan observasi- Survei dapat
dilakukan dengan mengguna.l€n metode Suwei Kepuasan

Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Evaluasi Standar Pelayanan adatah rangkaiaa kegiatan
membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar
Pelayanan yang telal ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka
penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga
mempertimbangkar pengaduan pelayana:: publik yang diperoleh,
serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,
penyelenggara pelaya-nan dapat melakukan perbaikan untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara

berkelanj u tan (antirutou,s improuementl.
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PENUTI'P

Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan

secara berkelanjutar sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya
peningkatan kualitas dan inovasi pelayanal publik. Dalam melakukan
perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan
replikasi inovasi petayanan publik.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan,
penyelengga-ra peLayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan

Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi yang bertanggung jawab di bidaag
Ketataksanaan, Pelayananan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan peny-usunzrn dar pelaksanaan Standar Pelayaran di
Iingkungan orgarisasi penyelenggara pelayanal publik ditentukan oleh

komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelengSa.raan pelayanan
publik.

Penyelenggara wajib merubah Standar Pelayanan apabila terdapat
adarya perubahan kebijakan, inovasi dalam petayanan, penerapan teknologi
informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.

WALI KC/[A BATU,

DEUTANTI RUMPOKO
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